Rangkap Jabatan Jadi PPK
Kadis PUTR Berpotensi
Menyalah Gunakan Wewenang

Opini — Kepala Dinas PUTR merupakan pengguna anggaran (PA)
yang juga merangkap menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK)
berpotensi menyalah gunakan wewenang (Abuse Of Power), Sabtu
(09/08/2025) .

Beberapa sumber yang berhasil dihimpun oleh media ini
menyebutkan bahwa ketika pengguna anggaran merangkap menjadi
pejabat pembuat komitmen berpotensi besar menyalah gunakan
wewenang.

Dampak jika kepala dinas menjadi pejabat pembuat komitmen
(PPK) dapat berpotensi menimbulkan beberapa masalah, seperti:

Konsentrasi Kekuasaan. Kepala dinas memiliki kekuasaan yang
terlalu besar dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga
dapat membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang.

Konflik Kepentingan. Kepala dinas mungkin memiliki kepentingan
pribadi atau institusional yang dapat mempengaruhi keputusan
pengadaan, sehingga dapat menyebabkan ketidakadilan dan
inefisiensi.

Kurangnya Pengawasan. Jika kepala dinas juga menjadi PPK, maka
pengawasan internal mungkin menjadi kurang efektif, sehingga
dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Inkonsistensi dengan Peraturan. Penunjukan kepala dinas
sebagai PPK mungkin tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan masalah
hukum.

Dalam beberapa kasus, penunjukan kepala dinas sebagai PPK
dapat menimbulkan kontroversi dan dipertanyakan oleh pihak-
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pihak yang terkait, seperti dalam kasus dugaan korupsi di
Kabupaten Batang Hari.

“Oleh karena 1itu, penting untuk memastikan bahwa proses
pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan,
akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap
sumber. (Red)



